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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1HI0 TAUN 2010 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA 

UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketontuan Pesal 149 Peraturan Daerat 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Prangkat D rah dan Pasal 48 
Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kera Dinas Pertubungan, pertu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola 
Perparkiran; 

Mengingat 1. Lndang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepogawaian sebagairmana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Taun 1999; 

• 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang euangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa all diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
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7. Undanp-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesla; 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
Angkutan Jalan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum; 

10. Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007 tontang Pembaglan 
Urusan Pemerintahan antara Pererintah, Permerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

11, Peraturan Pemerintah Nomnor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negara/Daorah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

13. Peroturan Menteri Dalam Negend Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pongelolaan Keusngan Daerah, sebagaimana telah 
dlubah dengan Peraturan Menteni Dalam Negort Nomor 59 Tahun 2007; 

14, Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 61 Tahun 2007 tentang 
Podoman Tekeris Pengelolaan Keruangen SK9DAD yang menorapkan 
ppK.BLUD; 

15. Peraturan Mente Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/IO2IM.PAN'1/2OO7 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja 
di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola 

-"E 16. Peraturan Menter Dalam Negeni Nomor 45 Tahun 2008 tentang 
Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau sorta Peryeberangan 
di Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

18. Peraturan Deerah Nomor 5 Tahun 2007 tertang Pola Pengelolaan 
Keuangan Daerah, 

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah, 

20. Peraturan Guberur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah'Unit Kerja 
Perangkat Deerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangar 
Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

• 

• 
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21. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumn Daerah; 

22. Peraturan Gubemur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Pertubungan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI 
DOAN TATA KER.JA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN 

BAB I 

KETENT UAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang diraksud dengan ;  

•  Daerah  adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

2. Gubemur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta 

3. Sekretariat Daerah adala Sekretariat Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

4. Inspekdorat adalah inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukola 
Jakarta. 

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD 
adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

6. Badan Kepogawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalat 
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disabut Biro Ortala 
adalah Biro Organisasl dan Tatalaksana Sekretariat Daorah Provinsl 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

8. Dinas Pertubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinasg Pertubungan Provinsi Dae rah 

Khusus lbukota Jakarta 

10. Unit Pengelola Perparkiran yang juga disebut Unit Pengelola adalah 
Unit Pengelola Perparkiran Dinas Pertubungan. 

1t. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran. 
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12. Satuan Pengawas internal adalah Satuan Pengawas Internal Unit 
Pengelola Perpariran 

13. Pegawai Non Pegawai Negari Sipil adalah Pegawai Non Pegawai 
Negeri Sipil pada Unit Pengelola Perparkiran. 

14. Parkir adalah Tempat memarkirkan kendaraan bermotor di wilayah 
kota Jakarta. 

BAB I 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Denan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Perparkiran. 

BAB Ill 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS 

Pasal 3 

(1) Unit Pengelola Perparkiran merupakan Unit Pelaksana Teknls Dinas 
Perhubungan dalarn pelaksanaan pengelolaan perparkiran 

(2) Unit Pengelola Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas 

Pasal 4 

(1) Unit Pengolola Perparkiran mempunyai tugas mengolola porparkiran. 

(2s"""""earaan woes sebooonara deek pace at ( 
Unit Pengelola Porparkiran mempunyai fungsi: 

a penyusunan PRencana Korja dan Angaran (KA) dan Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola Perparlran; 

b. pelaksanaan Dokuren Pelaksanaan Angaran (DPA) Unit 
Pengelola Perparkiran; 

c. penyusunan rencana strategis Unit Pengelola Perpariran; 
d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan perpariran; 
e. penyusunan rencana kebutuhan, pen yediaan, pemolilaraan dan 

perawatan prasarana dan sarana perparkiran; 
f. pelayanan perizinan perparkiran; 
g. pelaksanaan pertitungan biaya jasa pelayanan perparkiran; 
h. penyelerggaraan pelayanan perparkiran di tempat parkir, 
• pengaturan teknis kelancaran lalu lintas di tempat parir, 
f. pemungutan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungiawa 

ponerimnaan retribusi parkir, 
k. pelaksanaan koordinasi penga n, pengendalies n dan penertiban 

parkir; 

• 
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l. penjagaan ketertioan dan keananan serta pereliharaan kebersihan 
di terpat parkir, 

m. pelaksanaan monitoring, pengawasan bokasi an pembinaan 
penyelenggaraan porporkiran di luar badan jalan; 

n. pelaksanaan penyediaan, pereliharaan dan perawatan prasarana 
dan sarana parkir milik permerintah daerah; 

o, pelaksanaan pengawasan dan permbinaan penyelenggaraan 
perparkiran pada badan jalan dan luar badan jalan, 

p. pelaksanaan kerja sama pengelolaan perpariran dengan pihak 
etiga/swasta; 

q. pelaksanaan kerja sama teknis pengelolaan peparkiran; 
r. pelaksanaan publkasi kegiatan; 
s. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Perparkiran; 
t. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan 
u. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; 
v. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsi Unit Pengelola Perparkiran; dan 
w. pelaporan dan . in pelaksanaan tugas dan 

fungsi. 

BAB IV 

Bagian Kesatu 

ORGANISASI 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran terdirt dari: 

a. Kopala Unit. 
b. Subbagian Tata Lsaha 
c. Subbaglan Keuangan. 
d. Seksi Pelayanan. 
e. Seksi Prasarana dan Sarana 
f. Satuan Pengawas Internal, 

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perparkiran sebagaimana 
torcantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini, 

Bagian Kedua 

Kepala Unit 

Pasal 6 

Kepala Unit mernpunyai tugas: 

a. merimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit 
Pengelola Perpariran sebagairana dimaksud dalam Pasal 4; 

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Satuan 
Pongawas Interral; 
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c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja 
Persngkat Daerah (SKPD), Unit Ker]jg Perangkat Daerah (UKPD) 
dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungal Unit 
Pengelola Perparkiran; dan 

d. melaporkan dan morpordaggungia pelaksanaan tugas dan 
fungsi Unit Pengelola Perparkiran 

Bagian Ketiga 

Subbagian Tata Usaha 

Pasal 7 

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Korja Stat dalam 
pelaksanaan administrasl umum Unit Pengolola Perparkiran. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh sorang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kopala Unit. 

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan PRencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Polaksanaan Anggaran (0PA) Unit Pengelola 
Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokuren Pelaksanaan Anggaran (DA) Unit 
Pengelola Perparkdran sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. melaksanakan kogiatan surat menyurat dan kearsipan; 
d. melaksanakan pengololaan kopegawaian dan ruang rapat, 
e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan 

sarana kerja; 
f melaksanakan pengelolaan teknolog informasi Unit Pengelola 

Porparkiran; 
g. menijaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kobersthan kKantor 

Unit Pongelola Perparkiran; 
h. menghimpun, menganallsis dan mengajukan kobutuhan inventaris 

peralatan/periengka kantor Unit Pengelola Perparkiran; 
i. menenma, monyimnpan dan rnendistribuskk perengk apan/perma la ta r V  

inventaris kantor Unit Pengelola Perparkiran; 
j. melaksanakan koordinasi pengapusan barang; 
k, mongoordinasikan penyusunan formula pemberian imbalan Ja$a 

kepada pegawal dan juru parkir, 
I. menyiapkan bahan aporan Unit Pengelola Perparkiran yang 

borkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan 
m. molaporkan dan mompertanggungiawan pelaksanaan tug.as 

Subbaglan Tata Usaha. 

(4 Untuk memportancar dan mengoptiralkan pelaksanaan tugas 
sebagaimnana dimaksud pada ayat (3) sorta membantu Kepala 
Subbagian Tata Usaha dapat diangkat 2 (dua) orang Penanggung 
Jawab tugas tertentu dengan sobutan yang disesuaikan yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Subbagian Tata Usaha. 

(5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada aryat (4) bukan 
Jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit. 
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(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagalmana dirnaksud 
pada oyat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala 
Subbagian Tata Usaha. 

Subbaglan Keuangan 

Pasal 8 

(1) Subbagian Keuangan merupakan Saluan Kerja Staf Unit Pengelola 
Perparklran dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perencanaan. 

(2) Subbagian Keuangan dipirnpin oleh s6orang Kepala Subbagian yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. 

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA} dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (0PA) Unit Pengelola 
Perparkiran sesuai dengan fingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit 
Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. mengoordinasikan peryusunan PRencana Kerja dean Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta rencana 
strategis Unit Pengelola Perparkiran; 

d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola 
Perparkiran; 

e. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses Surat 

Permintaan Pembayaran (SPPy 
f. menerima dan meneliti kelengkapan dan memprose8 pengajuan 

Surat Perintah Membayar (SPM); 
g menerimna, mencatat, membukukan dan melaporkan penetimnaan 

dan pengelolaan Unit Pengelola Perparkiran 
h. menghimpun dan menysun bahan pertanggungiaw ban keuan gen; 
l menghimnpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan 

keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pengelola 
Perparkiran; 

j melakukan anallsis dan evaluasi nilai dan mantaat aset Unit 
Pengelola Perparkiran; 

k. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis 
kepada bendahara' 

l. meryusun pertitungan besaran tarif retribusi parkir dan biaye 
parkir; 

m. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang 
berkaitan dorgan tugas Subbagian Keuangan; dan 

n. melaporkan dan merpertanggungjbkan pelaksanaan tugas 
Subbagian Keuangan. 

(4) Untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas 
sebagairana dimaksud pada ayat (3) sorta membantu Kepala 
Subbagian Keuangan dapat diangkat 2 (ua) orang Penanggung 
Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesualkan yang 
berkedudukan di barwah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Subbagian Keuangan. 

• 

• 
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(5) Peranggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan 
jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Unit. 

(6) Sebutan dan uraian tugas penanggung jawab sebagairmana dimnaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit oatas usul Kepala 
Subbagian Keuangan. 

Bagian Kelima 

Seksi Pelayanan 

Pasal 9 

(1)Seksi Pelayanan merupakan Satuan Kerja Lini Unit Pengelola 
Perparkiran dalam pelaksanaan keglatan pelayanan perparkiran. 

(2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit 

(3) Seksi Pelayanan mempuryal tugas: 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Lnit Pengelola 
Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b. melaksanakan Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit 
Pengelola Perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun dan mengusulkan standar operaslonal pelayanan dan 
standar pelayanan; 

d. memlasiltasi kegiatan kerja sama dalam rangka pemanfaatan 
lahan perparkiran; 

e. menyusun dan mengusukan pemanfaatan dan penggunaan 
perparkiran, 

f. mengendalik.an dan mengawasi polaksanaan standar operasional 
prosedur dan stardar pelayanan 

g. menusun bahan perhitungan blaya jasa pelayanan parkir; 
h. melaksanakan pengendalian, pen9awasan, ponertiban dl tempat 

parkir tepi jalan, lingkungan parkir, pelataran parkir dan gedung 
parkir milk Pemerintah Daerah dan di luar badan jalan; 

l. mengoordinasika pelaksanaan tugas pngendalian, pengawas.an 
dan penertiban dengen instansi terkailt; 

j. melaksanakan kegiatan pengembangan partisipas/ masyaralat 
dalam tertib parkir; 

k. menampung dan menindaklanijuf pengoduan polar yanan perparkiran 
dari masyarakal, 

I, memproses permohonan izin penyelenggaraan perparkiran di luar 
bacdan jalan, 

m. melaksanakan pembinaan dan penertiban terhadap pelanggaran 
penyelenggaraan perparkiran di luar badan Jalan, 

n. melaksanakan perungutan, pembukuan dan pen yetoran 
penerimaan parkir, 

o. melaksanakan kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan, lingkungan 
parkir, pelataran parkir dan gedung parkir milik Pererintah Daerath 
dan di luar bada jalan; 

- 
' 
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p. melaksanakan pelayanan perparkiran di lokasi parkir atas er}a 
sama dengan pihak etiga; 

q. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perpariran yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas Soksi Pelayanan; dan 

r. melaporkan dan mempertanggunglawabkan pelaksanaan tugas 
Seksi Pelayanan. 

(4) Untuk mempedancar dan men9optimnalkan pelaksanaan tugas 
sebagairmana dimaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Sekel 
Pelayanan pada 5 (limna) wilayah Kota Adminlstrasi dan tugas 
pengendalian dan penertiban pelayanan perparkiran dapat diangk.at 
7(tujuh) orang Penanggung Jawab dengan sebutan yang disesuaikan 
serta berkedudukan dl bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Seksi Pelayanan 

(5) Dengan memperhatikan potensi parkir, karakteristik, lokasi parkir dan 
luas wilayah, Penanggung Jawab pada 5 (lira) wila yah dapat dibantu 
oleh Pelaksana sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Penanggung Jawab dan Pe la ksan a  sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) 
dan ayat (5) bukan jabatan struktural, dlangkat dan diborhentikan oleh 
Kepala Unit 

(7) Sebutan dan uraian tugas Penan9gung Jawab sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) ditetapkan Kopals Unit atas usu! Kepala Seksi 
Pela yanan. 

Bagian Keenam 

Sekst Prasarana dan Saran8 

Pasal 10 

(1)Seksi Prasarara dan Sarana merupakan Satuan Kerja Lint Unit 
Pengelola Perparkiran dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana 
dan sarana 

(2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Unit. 

(3) Seksi Prasarana dan Sarana mompunyai tugas; 

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengebola Perparkiran 
sesuai dengan lingkup tugasnya; 

b melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit 
Pengelola Perpakiran sesuai dengan lingkup tugasnya; 

c. menyusun standar ketensediaan dan kelaikan prasarana dan 
sarana teknis perparkiran; 

d. menyusun standar dan prosedur penyediaan, pereliharaan, 
perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran; 

e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pernelihara.an dan 
perawatan prasarana dan sarana teknis perparkiran 
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f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersedian dan kelaikan 
prasarana dan sarana teknis perpariran, 

g. melaksanakan pereliharaan dan perawatan prasarana dan sarana 
teknis perparkiran; 

h. melaksanakan pendataan prasarana dan sarana teknis 
perparkiran; 

i. melaksankaan koordinas dan pengendalian pemanfaatan dan 
penggunaan prasarana dan sarana teknis perparkiran; 

j. melaksanakan adrninistrasi, perencanaan dan pengadaan tanda 
retribusi parkir, 

k. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan tanda retribusl 
parkir, 

l. melaksanakan pengkajan potensi perpardiran; 
m. melaksanakan evaluasi penyelen9garaan perparkiran; 
n. mengkajj dan meneliti serta menyusun format kerja sama 

penyelenggaraan perparkiran; 
o. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Perparkiran yang 

berkaitan dengar tugas Seksi Prasarana dan Sarans; dan 
p. melaporkan dan mernpentanggungiawabkan pelaksanaan tugas 

Seksi Prasarana dan Sarana. 

(4) Untuk memperlancar dan mengoptlrmnalan pelaksanaan tuga8 
sebagaimana dimnaksud pada ayat (3) serta membantu Kepala Seksi 
Prasarana dan Sarana dapat diangkat 2 (dua) orang Penanggung 
Jawab tugas tertentu dengan sebutan yang disesualkan serta 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kopala Seksl 
rasarana dan Sarana 

(5) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan 
jabatan struktural, diangkat dan diborhentikan oleh Kepala Unit. 

(6) Sebutan dan uralan tugas penanggung jawab sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan Kepala Unit atas usul Kepala 
Seksi Prasarana dan Sarana. 

Bagian Kedelapan 

Satuan Pengawas internal 

Pasal 11 

(1)Satuan Pengawas Internal (SPI) merupakan unsur Pengawas Internal 
Unit Pengella Perparkiran sebagai unit kerja Dinags Pertubungan 
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umurm Daerah (PK.-BL UD); 

(2) Satuan Pengawas internal (SPl) sebagai uneur Pengawas Intoral 
dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipongaruhi oleh Kepala 
Subbagian, Kepala Seksi darlatau pegawai Unit Pengelola 
Perparkiran; 

(3) Satuan Pengawas Internal (SPT) melaksanakan tugas pengawasan 
internal terhadap pengelolaan dan peranfaatan sumber daya 
(manusia, keuangan, pertengkapan dan metode) Unit Pengelola 
Perparkiran; 

• 
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(4) Dalam mnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsN; 

a. penyusunan petunjuk teknis peng.awasan internal; 
b. penyusunan program kerja pengawasan internal, 
c. pelaksanaan kogiatan pengawasan internal, 
d. pengelolaan dan polaporan hasl pengawasan internal; 
e. peyusunan dan penyampaian rekomendasi tindak lanjut dari hasil 

pengawasan internal yang dilakuk.an; 
f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekorendasi tindak lanjut 

hasil pengawas.an internal yang dlakukan; 
g pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan 

Kopala Unit; 
h. pelaksanaan koordinasi dan fasiltasi dengan pemertksa/pengawas 

ekstemnal dan/atau aparal pemeriksa internal pemerintah; dan 
i. pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan tungsi 

Saluan Pengawas internal; 

Pasal 12 

(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dart : 

a. 1(satu) orang Kepala morangkap anggota; 
b. 1(satu) orang Sekretaris morangkap anggota; dan 
c. 1(satu) orang anggota. 

(2) Untuk dapat diangikat sobagai Kepala, Sekretarts dan Anggota 
Satuan ongawas Internal, sekurang-kurangnya harus memnenuhi 
persyaratan sebagal berkut : 

a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. memiliki dedikasi yang tinggi dalam menijalankan tugas; 
c. memiliki keteladanan dan dihormatl di kalangan pegawai Unit 

Pengolola Porparkiran; 
d tidak pemah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian, 
e. tidak pernah melakukan pertbuatan tercela; 
f. meriliki pendidikan formal minimal diploma tiga (DI}; dan 
g. memilk! integritas. 

(3) Kpala, Sekretarts dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat 
dan diberhentikan oleh Kepala Unit untuk masa tugas 3 (tiga) tahun 

dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa tugas 
benikutnya 

(4) Kepala Satuan Pengawas Intornal berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit. 

(5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab opada Kepala Satuan Pengawas 
Internal. 

(6) Dalamn pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kopala, Sekretaris 
dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagal Tin dan 
hasill pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut teradap hasil 
pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersarna sebagai Tim. 

- 
• 
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(7Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas 
Ketua, Sokretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur 
dengan Peraturan Kepala Unit. 

BAB V 

ESELON 

Pasal 13 

(1)Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 5 ayat (1) huruf a 
merupakan Jabatan Struktural Eselon II'A dan hanya dapat dljabat 
oleh Pegawai Negeri Sipit. 

(2) Kepala Subbagian sebagairmana dimnaksud dalamn Pasal 7 ayat (2) dan 
Pasal 8 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA dan hanya 
dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. 

(3)Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 9 ayat (2) dan 
Pasal 10 ayat (2) merupakan Jabatan Strukdural Eselon IVA dan 
hanya dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. 

TATA KER.JA 

Pesal 14 
. 

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Perparkiran 
wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan poraturan perundang­ 
undangan 

(2) epala Un ""@embangkan koordines! dan kerja sama dengan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah 
(UKPD) darVatau instansi Pemerintah/Swasa dalam rangka 
meningkatkan kinerja dan merperlancar pelaksanaan tugas dan 
fungsi Unit Pengelola Perparkiran, 

Pasal 15 

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Saluan Pengawas 
Internal pada Unit Pengeloia Perparkiran wajlb melaksanakan tugas 
masing masing sesuai ketentuan peraluran perundang-undangan serta 
menerapikan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, 
simplifikasi, akuntabilrtas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. 

Pasal 16 

() Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satuan Pengawas 
Internal pada Unit Pengelola Perparkiran wajjib merimpin, 
mongoordinasika mengarahkan, mnembina, membork.an bimbingar 
dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menllai kinerja bawahan 
masing-masing. 
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(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pegawai pada Unit 
Pengelola Perparkiran wajib mengikuti dan mematuhi penintah 
kedinasan atasan masing-masing sesual dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangon 

Pasa! 17 

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Satusn Pengawas 
Intemnai pada Unit Pengelola Perparkiran wajib mengarwasi dan 
engendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-mnasling sorta 
mnengambit langkahr-langkah yang dipertukan apabila menemukan adanya 
penyimpangan daniatau indikasi penyimpangan. 

Pasal 18 

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Soksi, Satuan Pengawas 
internal dan Pegawail pada Unit Pengelola Perparkiran wajib 
menyampakan laporan pelaksanaan tugas epada atasan masing­ 
mnasing sesuai dengan ketentuan poraturan perundang-undangan. 

(2) Atasan yang menerima iaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menindakdanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagal 
bahan pengarnbilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing. 

pgsal 19 

(1) Sekrelariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan 
kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan torhadap Unit 
Pengelola Perparkiran sebagai bagian dari pembinaan kelermbagaan, 
ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Porhubungan. 

(2} Ketentuan lebin lanjut mengenai pambinaan kelembagaan, 
ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimnak.sud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Gubernur. 

BAB I 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 20 

Unit Pengelola Perparkiran sebagai Unit Kerja Dinas Perhubungan yang 
menerapkan Pola Fengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurn Daerah 
dapat mempunyai Pegawal yang terdiri dari; 

a. Pegawai Negeni Sipil. 
b. Pogawai Non Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 21 

(1)Fegawai Negen Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a 
merupakan Pegawai Negeri Slpill Daerah. 
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(2} Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimnaksud dalam Pasal 2O huruf a, dilaksanakan 8esual dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara 

(3) Dalam pelaksanaan pongelolaan kepegawaian Unit Pengelola 
Perparkiran mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah molal BKD 

berkoondinasi dengan Biro Ortala 

Pasal 22 

(1)Pegawai Non Pegawal Negeri Sipi pada Unit Pengelola Perparkiran 
merupakan Pegawai Non Pegawai Negeni Sipi] Unit Pengolola 
erparkdran. 

(2) Pengeiolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undann Pegawai Non 

Pegawai Negeni Sipil pada Satuan Kerja Perangkat DaerahUnit Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang monerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 

BAB MIL 

KEUANGAN 

Pasal 23 

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Perparkiran 
sobagal Unit Kerja Dinas Perhubungan yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dlbebankan 
pada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
b. Pendapatan Operasional Unit Pengelola Perparkiran. 
c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. 

Pasal 24 

Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurut a dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan 
negara/daerah 

Pasal 25 

Pengeolaan keuangan perdapatan operasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2Z3 huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undan di Bidang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah. 

Pasal 26 

Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah_"Pa9aimana dirnaksud 
dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
porundang-undangan. 

• 
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BAB IX 

ASET 

Pasal 27 

(1) Aset yang dpergunakan oleh Unit Pengelola Perparkiran sebagal 
prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status 
kekayaan daerah yang tidal dipisahkan. 

(2) Pengololaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakcsanakan 
sesual ketentuan poraturan perundang-undan di bidang keuangan 
negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang pengelolaan barang mi'ik negara/daerah. 

Pasal 28 

(1)Prasarana dan sarana kerja yang dterima dalam bentuk pembedan, 
hibah dan/atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola 
Perparkiran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya 
merupakan penerimaan barang daerah. 

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
$egera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan 
kepada Gubemur melalui Kepala BPKD selaku Pajabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) skaligus Bendahara Umum Daerah 
(BUD} untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daorah. 

BAB X 

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KER.JA 

Pasal 29 

(1Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata 
Usaha dan 1 (satu) orang Kepala Subbagian Keuangan, 1 (satu) 
orang Kepala Seksi Pelayanan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi 
Prasarana dan Sarana sebagai bawahan langsung. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 
2(dua) orang Penanggung Jawah yakni: 

a. Penanggung Jawab Rumah Tangga yang membawati 17 (tujuh 
belas) Pejabat Fungsional UmumTertentu sebagai bawahan 
langsung; 

b. Penangung Jawab SDM yang membawahi 13 (tiga bolas) Pejabat 
Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung. 

(3) Kepala Subbagian Keuangan dibantu sebanyak-banyaknya oloh 
2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni ;  

a. Penanggung Jawab Akunting yang mernbawahi 1f (sebelas) 
Pejabat Fungsional Umur/ Tertentu sebagai bawahan langsung; 

b. Penangung Jwab Perencanaan yang membawahi 3 (tiga) 
Pejabat Fungsional UrumV Tertentu sebagai bawahan langsung. 
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(4) Kepala Seksi Pelayanan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 7 (tuuh) 
orang Penangung Jawab yakni: 

a. 5 (ima) Penangung Jawab Operasional wilayah yang masing­ 
masing membawahi 43 (empat puluh tiga) Pejabat Fungsionat 
Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung' 

b. 1(satu) Ponangung Jawab Penertiban yang membawati 17 (tujuh 
bolas) ejabat Fungsional UmumTertentu sebagai bawahan 
langsung; 

c. 1(satu) Penangung Jawab Pelayanan yang membawahi S (lima) 
ejabat Fungsional Umum/TVertentu sebagai bawahan langsung. 

(5) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknya 
oleh 2 (dua) orang Penanggung Jawab yakni; 

a. Penangung Jawab Penyediaan Sarana yang membawahi 5 (lira) 
Pejabat Fungsional UmuTertentu sebagai bawahan langsung; 

b. Penangung Jawab Pendistribusian Sarana yang membawahi 
5 (lima) Pejabat Furgsional Urum/Tertentu sebagai bawahan 
an9sung. 

(6) Kepala Satuan Pengawas internal dibantu oleh f (satu) orang 
Sekrotaris dan 1 (satu) orang Anggota. 

(7)Rinc.an forasi jabatan sebagairana dirnaksud pada ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam 
Larpiran Il Peraturan Gubernur int 

(8) Rincian formasi jabatan sebagaimane dimaksud pada ayat (7) 
meniadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Pengelola 
Perparkiran. 

Pasal 30 

(1)Standar poralatan kerja minimal setiap jabatan sebagairnana 
dimaksud pada Pasal 29 sebagaimana torcantum dalam Lampiran I 
peraturan Gubernur ini. 

(2) Standar peralatan kerja minimal sebagairmana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengelola Perparkiran 

BAB XI 

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS 

Pasal 31 

(1) Unit Pengelola Perparkiran menyusun dan menyampaikan laporan 
berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu­ 
waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi 
laporan: 
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a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai, 
b. keuangan; 
c. kinerja; 
d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan 

sarana kerja; 
e. akuntabilitas; darn 

f. pelaksanaan kegiatan. 

Pasat 32 

0alarm raaka ak"! Feooeiola Perparran mengembanokan 
sistern pengendalian internal sebagai bagian dari sister pengendalian 
internal Dinas Perhubungan. 

BAB XI 

PENGAWASAN 

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Perparkiran dilaksanakan oleh : 

a. Lembaga negara yang merpunyai tugas memeriksa pengelolaan dan 
tanggung jawab keuangan negara, 

b. Aparat pemeriksa internal pernerintah. 
c. Inspektorat 

BAB XIII 

KETENTUAN PERRALIHAN 

Pasal 34 

()ada saat Peraturan Gubernur ini mulai bertaku, peraturan mengenal 
ponggajian dan hak pegawai lainnya serta peraturan kewajfban 
pegawai tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang 

mengatur mengenai hal-hal tersebut yang ditetapkan dongan 
Peraturan Gubernur. 

() Peratran pen9?"""?"""n peoooetan dan ha pegaa+ aiya. 

sorta peraturan kewajban pegawei sebagairmana dirnaksud pada ayat (1) 
sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung 
mulai berlakunya Peraturan Gubemur ini. 

(3) Apabila peraturan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
belum selesai, maka peraturan penggafan pegawai dan hak pogawal 
lainnya serta kewajiban pegawai sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
gugur demi hukum dan tidak berdlaku lagi 



18 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Gubermnur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur 

Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pengelola Perparkiran Dinag Pertubungan dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku 

Pasal 36 

Poraturan Gubernur in mulai bedaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 7 uni 2010 

GUBERRNUR PROVINS DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tan9gal 16 uni 2010 

SEKRE TARRIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 

IBUKOTA JAKARTA, 

MUHAYAT 
NIP 050012362 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2010 NOMOR 114 

• 

• 



Lampiran! : Peraturan Gubernur Provinsi Deerah Khusus 

lbukota Jakarta 

Nomor 110 TAHU 2010 

Tanggel 7 Jui 2010 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

UNIT PENGELOLA PERPARKIAN 

KEPALA UNIT 

SATUAN PENGAWAS 

INTERNAL 

$UBBAGIAN SUBBAGIAN SEKSI 
SEKSI 

TATA USAHA KEUANGAN PELAYANAN 
PRASAANA 
DAN SARANA 

L.GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
II 'AJAKARTA, 

0 



Lampiran Il : Peraturan Gubermur Provinsi Daerah Khu9us 
lbukota Jakarta 

Nomor 110 TAHU¥ 2010 
Tanggal uni 2010 

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

I Kepala Unit - Sf Hunnaniora Ill A f 

- Diklat Kepemimpinan 
Tingkat Ill 

• Dildat Manajemen 
Keuangar 

- Diklat Manaemnon 
Perkantoran 

- Diklat 

Jumlah t 

II Kepala Subbagian Tata - Sf limu Hukun'Humaniora IV/a 1 

Usaha - Dkdat Kepemimpinan 
Tingkat IV 

- Diklat Administrasi 
Perkantoran 
Diktat Administrasi 
Kepegawaian 

- Diktat Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

- Diklat Pengadaan Barang 
dan Jasa 

1. Penangung Jawab - S1 Manajemen/Sosial t 
Rumah Targa DIM Administrasi 

- Diktat Administrasi 
Perkantoran 

- Diktat Satminkall 
Kearsipan 

- Diktat 
Pengadrinlstrasi -. D lit Administrasi 2 
Pimpinan - Dilat Administrasi 

Perkantoran 
- Diklat Satminkal/Kearsipan 
- Diktat 

Pranata Komputer - D iii Komputer \ 

- Diktat Adminlstrasi 
Perkantoran 

- Diktat Komputer 
Perkantoran 

Penenima Surat - DH Administrasi 2 

- Dildat Administrasi 
Perkanttoran 

- Diklat Kon.puter 
Perkantoran 
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NO NAMA JABA TAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Pengurus Barang - Dill Administrasi 2 

. Diktat Administrasi . 
perkantoran 

' 
. Diklat Pengadaan Barang 

' dan Mas.a 
. Dilat Komputer 

Porkantoran 
Pengurus PRumah . D Administrasi 1 

Tangga • Dildat Bendahara Barang 
. Dikdat Komputer 
. Diktat Pengadaan Barang 

dan Jasa 

osuruh . SMA 1 

- Diklat Administrasi 
- Diktat 

. 

Caraka ' - $MA f 

- Diklat Administrasi 

- Dk'at 
. 

Petugas Pengamanan - SMA 7 
Kantor - Dildat Pamdal 

2. Penangung Jawab SDM - S1 Manajemen/Sosia 1 

- DIl Administrasi 
. DH'at Ad'ministrast 

erkantoran 
. Diklat Satmninka 

Kearsipan 
. Diklat Ko 

Pengadministrasi Umum . D ill Administrasl 1 

. Didat Adminlstrasl 
Perkantoran 

- Dikdat Kornputer 
t perkantoran 

Peng.administrasi - D lit Administrasi 3 
Keselahteraan Pegawal . Diktat Administrasi 

: : Perkantoran 

• 
• Dildat Komputer 

perkantoran 

Operator Sistem - DlI Administrasi 2 

Informnasl . Diklat Administrasi 
Kepegawalan/Operator Perkantoran 
Handkey . DMdat Komputer . 

perkantoran 

Pengumpul dan . D II Administrasi 2 
Pengelola Data . Dikdat Administrasi 
Kepegawaian Perkantoran 

. Dikdat Komputer 
Perkantoran 

Pengadministrasl . D II Administrasi 3 
Pengembangan Karter . Diklat Administrasi 
Pegawai Porkantoran 

. 
Dildat Komputer . 

Perkantoran 
; 

. Diklat Administrasi 
ian 
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NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 
Dokter Polikdinik Umur 

- Dokter Umum 1 
- Diklat Teknik 

Kesehatan.. ... 
Dokter Poliklinik Gigi 

- Dokter Gigi 
1 

- Diklat Teknik Kesehatan 
dumlah 

33 
Ill Kopala Subbagian 

- St E«onomiAkuntansi IV 1 Keuangar 
- Diklat Keperimpinan 

Tingkat IV 
. Diktat Administrasi 

Perkantoran 
- Diklat Pengelolaan 

Keuangan Daerat 
- Dikdat Pengadaan Barang 

dan Jasa 
I. Penanggung Jawab . S1 Ekonom/Akuntansi 

f Akunting 
- Diktat Administrasi 

Perkantoran 
- Dilat Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
- Diktat Pengadaan Barang 

dan Jass 
Bendahara Pengeluaran . D It AkntansiEonomi 

1 
- Diktat Bendaharawan 
- Diktat Administrasi 

Keuangan 
- Diktat r 

Pembantu Bendahara - DIM Akuntansi/Ekonoml 1 engeluaran - Dikdat Bendaharawan 
- Diktat Administrasi 

Keuangan 
- Diktat 

Pembantu Bendahara • Dill Akuntansi/Ekonoml 
1 Peneriraan 

- Diktat Berdaharawan 
- Diklat Administrasi 

Keuangan 
. Diktat Ko 

Petugas Loket - SMA 3 
- Dikdat Bendaharawan 
- Diktat ter 

Penyusun Verfikasi - Dill AkuntansiEkonomi 
1 

- Diktat Bendaharawan 
- Diklat Administrasi 

Keuangan 
- Diktat 

Pengurus/Petugas SF - Dlit Akuntansi/Ekonomi 
1 dan SPM - Diklat Bendaharawan 

. Diklat Administrasi 
Keuangan 

- Dikdet Kom; uter 

• 
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NO NAMA JABA'TAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Penyusun RKA dan • Dll AkuntansEkonomi 2 
DPA . Dilat Bendaharawan 

. plat Administrasi 
Keuangan 

- Dikdat Komouter 
Penyusun Surat Tugas . D II Akuntans/Ekonomni 1 

dan Laporan . Diktat Bendaharawan 
- Di#lat Administrasi 

Keuangan 
• Diktat Kom er 

2 Penanggung Jawab . S1 Ekonomi/Antansi 1 

Perencanaan - Dilat Administrasl 
Perkantoran 

- Dikdat Pengololaan 
. 

Keuangan Daerah 

- Dikiat Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Pengadministrasi - DI Administrasi , 

Umum . Diktat Administrasi 
Perkantoran 

. Diklat SatminkaKearsipan 

. Dikdat Kom 

Operator Komputer . D Ill Komputer , 

. Dk'at 
Pengumpul dan . D I Administrasi f 

Pengolah Data . Dildat Administrasi 
Perkantoran 

. Dklat Korputer 
perkantoran 

Jumlah 17 

IV Kepala Seksi Pelayanan . St lmu Hukun/Humaniora IV/a f 

• Diktat Kepamimpinan 
Tingkat I 

. Dikdat Administrasi 
Perkantoran 

- Diktat Administrasi 
Kepegawaian 

. Dikdat Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

- Diklat Pengadaan Barang 
dan Jas 

1. Penangung Jawab . S1ManajerenSosial 5 
Operasional (5 Wilayah) . Diktat Administrast 

Perkanoran 
. Diktat Komputer 

grkantoran 

Pengadministrasi UJmum . D III Administrasi 5 
. Diktat Administrasi 

Perkantoran 
. Diktat Satminkal/'Kearsipan 
. Diktat Kom 

Operator Komputer . D I Komputor 5 
. Diktat r 

• 

• 



NO NAMA JABA TAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Pelaksana Operasional - D il Administrasl 13 
(Asmen) - Dilat Administrasi 

Perkantoran 
- Diktat Kornputer 

Perkantoran 

Koortap Tepi Jalan/ - 
D II Administrasi 10 

lingkungan/Gedung/ - Dklat Administrasi 
Peralatan Perkantor an 

- Diklat Komputer 
perkantoran 

Jun Parkit 
- SMA 91 
• Diktat 

-- 

2. Penanggung Jawab - S1 Manajomer/Sosial 1 

Penertiban . Diklat Administrasi 
Perkantoran 

- Diklat Kompuler 
Perkantoran 

Pengadministrasi Umum . D III Administrasi 2 
- Diktat Administrasl 

Perkantoran 
. Di#lat SatrninkalKearsipan 
• Diktat er 

Operator Komouter . p lit Korputer f 

. Didat 

Petugas Penertiban . D I Adrinlstrasl 5 

Parkir Tepi Jalan . Diktat Administrasi 
Perkanto mar 

. Dilat Komputer 
Perkantoran 

Petugas Penertiban - D IN Administrasi d 

Sistem Gato - Diktat Administrasi 

Perkantoran 
. Diklat Komputer 

Perkantoran 
Petugas Penertiban - D ti Administrasi 5 
Parkir Swasta - Diktat Administrasi 

Perkantoran 
- Diktat Komputer 

Pekanloran 
3. Penanggung Jawab • Sf limu HukumHumaniora 1 

Pela yanan . Diktat Administrasi 
Perkantoran 

. Diktat Komputer 

Perkantoran 
Pengadministrasi Umnum . D ill Administrasi 1 

. Dikdat Administrasi 
erkantoran 

. Diklat SatrninkalKearsipan 
• Diktat Ka 

Operator Komputer . D Ill Komputer 1 
. Dikdat Kornouter 

• 

• 
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NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Pen~administras - D ill Administrasi f 
Registrasi lzin + Diklat Administrasi 

Perkantoran 
- Diktat Komputer 

perkantoran 
Verifikasi lzin - D Ill Administrasi f . 

- Diktat Administrasi 
Perkantoran 

- Diktat Komputer 
Perkantoran 

Pembuat Surat Tugas - D l Administrasi f 
dan Pelaporan - Diktat Administrasi 

Perkantoran 

- Diktat Komputer 
Perkantoran 

Jumlah 245 

V Kepala Seksi Prasana - S1 Manjemen/Humaniora 1Vla 1 

dan Sarana 
- Diklat Kepemimpinan 

Tigkat Iv 

- DNklat Administrasi 
Perkantoran 

- Diktat Administrasi 
Kepagawaian 

- Diktat Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
- Diktat Pengadaan Baran9 

dan Jasa 

1. Penanggung Jawab - Si Manajemen/Sosia 1 

Penyediaan Sarana - Diktat Administrasl 
Perkantoran 

- Diklat Kornputer 
Perkantoran 

Pengadministrasi Umum - DIll Administrasi 2 
- Diklat Administrasl 

Perkantoran 
- Diktat Satminkal'Kearsipan 
- Diklat Kom 

Operator Komputer • Dill Komputer 2 

- Diktat 

Juru Gambar - DIN Arsitektur/Sipil 1 

- Dilat Tekik Gambar 
- D~lat Gambar 

2. Penanggung Jawab - St Manajemer/Sosial 1 

Pandistribusian Sarana - Diktat Administrasi 
- Diktat 

Pengadministrasi Umum - D ill Administrasi 2 

- Ddat Admiristrasi 

Perkantoran 
- Diktat Satminkal'Kearsipan 

- Dilat Kor 

Operator Komputer - 
D ill Komputer f 

- Diklat 
.,_ 

• 

• 



7 

NO NAMA JABATAN SYARAT PENDIDIKAN ESELON JUMLAH 

Pelaksana - Di Administrasl 2 
Pendistribusian - Diktat Administrasi 

Perkarloran 

- Diktat Komputer 
Perkantoran 

Jumlath 13 

VI Satuan Pengawas 
eternal 
Kepala - Dlat Administrasi f 

Perkantoran 

- Diktat Administrasi 
Kopegawaian 

- Diktat Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

• Diktat Pengadaan Barang 
dan Jasa 

Sekretaris - Diklat Administrasi f 

Perkantoran 
• Diklat Adrinistrasi 

Kepegawaian 
• Dikdat Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
. Diktat Fengacdaan Barang 

dan Jasa 
Anggota . Dikdat Administrasl 1 

Perkantoran 
. Diklat Administrasi 

Kepegawalan 
. Diktat Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

- Diktat Pengadaan Barang 
dan Jasa 

. Dikdat Korputer 

Perkartoran 

Jumlah 3 

Jumlah Total 312 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKCTA JAKARTA, 

• 



Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khu9us 
lbukcota Jakarta 

Nomor 110 TA4HUN 2010 

Tanggai 7 Jani 2010 

STANDAR PERALATAN KER.JA PADA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN 

NO NAMA JABATAN PERALATAN KER.JA JUMLAH JUMLAH 

1 2 3 4 5 

I K ala Unit Minibus f unit 

Notebook 1 unit 
T 1 buah 
White Board 1 buah 

FiLi Kabinet f buah 

II s n Tata Usaha 1 unit 

printer 1 unit 

T f buah 

white Board 1 buah 

F Kabinet 1 buah 

t. Jawab 1 unit 

Printer 1 unit 

in. 1 buah 

f buah 

2. 
. 

1 unit 

pinter f unit 

T 1 buah 

Fax 1 unit 

Mesin Ketik 1 buah 

Kabinet f buat 

tee 3. Pranata 1 unit 

1 unit 

Fi Kabinet 1 buah 

4. Penerima Surat f unit 

Printer 1 unit 

Buku Tanda Terina 1 buah 

FIi Kabinet 1 buah 

5. Bara er f unit 
pinter 1 unit 

Buku 1 buah 

F Kabinet 1 buah 

6. P urus Rumah T infocus 1 unit 

Screen f unit 

LCD 1 unit 

Tool Kil 1 set 

rt Kabinet 1 Bush 



2 

NO NAMA JABA TAN PERALATAN KER.JA JUMLAH JUMLAH 

7.Caraka a Motor f unit 

F Kabinet f Buah 

8. Pesuruh s Motor f unit 

9. 8 Kantor HT 1 unit 

T f buah 

10. Dokter Poliklinik Peraatan Kedokteran f unit 

T 1 buah 
Fi Kabinot f buah 

era s.Es»En kea.5En WI er f unit 
pinter 1 unit 

T 1 buah 
white Board 1 buah 
Fi Kabinet 1 buah 

%a 
1. Jawab I unit 

1 unit 

T f buah 

F Kabinet f buah 

7z 
2. Bendahara uaran f unit 

1 unit 

Kalkulator 1 buah 

Mesin Hit 1 buah 

Brank.as 1 buat 

Mesin Penghancur 
Kertas f unit 

3. Pembantu Bendahara 

uaran Ko 1 unit 

pinter 1 unit 

Kalkulator f buah 

Mesin f buah 

Mesin Penghancur 
Kertas f unit 

Telepon 1 buah 

' . Kabinet f buah 

4. Bendahara Penerima 1 unit 

pinter 1 unit 

Kalkutator 1 buah 
Mesin H f buat 

Brank.as f buah 

Mesin Penghancur 
Kertas f unit 

T f buah 

F Kabinet 1 buah 
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NO NAMA JABATAN PERALATAN KER.IA JUMLAH 4UMLAH 

5. Pembantu Bendahara Komputer t unit 

Penerima 
p'inter t unit 

Kalkulator 1 buah 

Mesin t buah 

MWesin Penghancur 
Kertas t unit 

T t buat 

FH Kabinet 1 buah 

6. Loket Blanko Karcis 

Ko er 1 unit 

Printer 1 unit 

Kalutator 1 buah 

Mesin Hit 1 buah 

Fi Kabinet 1 buah 

7. Verifikasl Kc f unit 

Printer f unit 

Kalxulator 1 buah 

Mesin 1 buah 

Mesi.n Penghancur 

% 
1 unit 

T 1 buah 

Fi Kabinet f buah 

8. Pengurs/Petugas SPP dan 

le $PM er 1 unit 

Printer f unlt 

Kalkulator f buah 

Me sin 1 buah 

Mesin Penghancur 

; f unit 

1 buah 

F Kabinet 1 buah 

9 , P  RKA  dan DPA Ko er 1 unit 

inter 1 unit 

E: 
1 buah 

t buah 

1 buah 

FE Kabinet 1 unit 

10. Penyusun Surat Tugas dan 
L n Ko tter 1 unit 

Printer 1 unit 

r~ 1 buah 

ri Kabiet 1 buah 

[Kee Seel IV nan Ko 1 unit 

Printer 1 unit 

T 1 buah 

Write Board 1 buah 

FDi Kabinet 1 buah 



• 

NO NAMA JABATAN PERALATAN KER.JM JUMLAH JUMLAH 

1. Pena Jawab Kom , 
unit 

printer 1 unit 

T 1 buah 

Fu Kabinet f buah 

2. administrasi Lmurn Ko f unit er 

Printer 
, 

unit 

T 1 buah 

Fax 1 unit 

Mesin Ketik 1 buah 

Fir Kabinet , 
buah 

3. Kom ef 1 unit 

pinter 1 unit 

FHT Kabinet 1 buah 

4, Pelaksana Kom ef t unit 

Printer 1 unit 

Fii Kabinet 1 buat 

5. Koorlap Tepi JalantingkunganV Komputer 1 unit 

latan 
Panter 1 unit 

FH Kabinet 1 buah 

6. Petugas Penertiban Parkir Tepi Komputer 1 unit 
Jalan 

Printer f unit 
F '  Kabinet 1 unit 

7.Petugas Penertlban Sistem Komputor 1 unit 

Gate 

Printer 1 unit 
FL Kabinet 1 unit 

8. Petugas Penertiban Parkir Komputer 1 unit 
Swasta 

Printer 1 unit 
Fl Kabinet 1 unit 

V Kepala Sek@s! Prasarana dan Komputer 1 unit 

Sarana 
Printer 1 unit 

T n f buat 

White Board 1 buah 

Fili Kabinet 1 buah 

1. Jawab 
#i 

1 unit 

1 unit 

re 1 buah 

FI Kabinet 1 buah 
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NO NAMA JABATAN PERALATAN KER.JA • JUMLAH JUMLAH 

2 istrasl Umum K uter f unit 

Printer f unlt 

Tele n f buah 

Fax f unit 

Mesin Ketik f buah 

Fi Kabinet 1 buah 

3. er Kom ter 1 unit 

Printer 1 unit 

F Kabinet 1 buah 

4. Juru Gambar K unit 1 

Printer 1 unit 

Fili Kabinet 1 buah 

Meia Gambar f unit 

Pinter 
, 

unit 

Fi Kabinet f buah 

5. Pelaksana Pendistribusian ], f unit 

Printer 1 unit 

FT Kabinet 1 unit 

VI Satuan Internal Kc uter unit 1 

punter 1 unit 

T 1 buah 

Waite Board 1 buah 

Kabinet 1 buah 

1. 1r er 1 unit 

Pinter 1 unit 

T 1 buah 

White Board f buah 

Fi Kabinet f buah 

2. Sekretaris f unit 

Printer 
. 

1 unit 

T 1 buah 

White Board 
, 

buah 

r Kabinet 1 buah 

3. 1 unit 

Printer 1 unit 

T 1 buah 

White Board 1 buah 

Fi Kabinet 1 buah 

L. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

I8I )TA JAKARTA, 

• 


